
 

 

 

 

 

  

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 

TENTANG 

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122A ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan 

bahwa penetapan penundaan tahapan pelaksanaan 

Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak 

lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara 

KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat; 

  b. bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat 

antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi II Dewan 

Perwakilan Rakyat, Pemerintah yang diwakili oleh 

Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020, 

menyetujui lanjutan tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditunda 
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dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dan pemungutan 

suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; 

  c. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang 

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU 

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN 

TAHUN 2020. 

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari 

tahapan yang tertunda meliputi: 

a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara; 

b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon 

Perseorangan; 

c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih; dan 

d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. 

KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020. 

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan ini 

dengan menetapkan Pemilihan lanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Keputusan Komisi       

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan mencabut                      

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi              
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang penundaan 

tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota melanjutkan Tahapan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan 

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang 

mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2020. 

KELIMA  : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  15 Juni 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd. 

 

ARIEF BUDIMAN 
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